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ABSTRAK

Undang-undang mengamanatkan pers berfungsi sebagai media kontrol sosial agar
tidak terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. Kontrol sosial
merupakan pengawasan oleh publik sebagai bentuk partisipasi dalam demokrasi.
Persoalannya dalam praktik fungsi tersebut tidak berjalan maksimal karena
penguasa menganggap sebagai upaya merongrong kekuasaan sehingga berdampak
munculnya kekerasan terhadap pekerja dan institusi pers. Berdasarkan kondisi
faktual tersebut timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimana urgensi fungsi pers
sebagai media kontrol sosial dalam perspektif demokrasi, penerapan aturan hukum
fungsi pers sebagai media kontrol sosial, perbandingan pengaturan pers dan fungsi
pers sebagai media kontrol sosial di beberapa negara, dan restorasi fungsi pers
sebagai media kontrol sosial di Indonesia. Kajian normatif ini dengan pendekatan
konseptual, perundang-undangan, kasus, perbandingan, sejarah hukum, analisis
konten, dan sosiolegal. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa urgensi fungsi pers sebagai media kontrol sosial adalah wujud daulat rakyat
berpartisipasi secara langsung untuk ikut menentukan arahnya pemerintahan
sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan,
korupsi, kolusi dan nepotisme oleh pelaksana pemerintahan. Penerapan aturan
hukum fungsi pers sebagai media kontrol sosial tidak konsisten berpedoman kepada
konstitusi sebagai hukum dasar. Praktik penerapan lebih berdasarkan kondisi
politik kepentingan rezim yang berkuasa. Aturan bersifat responsif ketika pers
dianggap memberi manfaat bagi pemerintah. Kemudian berubah bersifat represif
ketika pers dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan. Pengaturan pers dan fungsi
pers sebagai media kontrol sosial di beberapa negara dibandingkan dengan
Indonesia adalah sama-sama mencantumkannya dalam konstitusi namun berbeda
pada penerapan dan penegakan hukum terhadap fungsi kontrol soal pers sehingga
melahirkan tingkat kebebasan pers yang berbeda. Restorasi fungsi pers sebagai
media kontrol sosial dalam perspektif demokrasi merupakan upaya memberikan
jaminan dan memperluas partisipasi publik dalam seluruh proses pemerintahan dan
kehidupan bernegara melalui pers baru yang berbasis internet dengan
memanfaatkan ruang publik siber yang secara teknis publik terhubung ke Parlemen
Siber Nasional. Berdasarkan hal tersebut disarankan penambahan ancaman pidana
pada Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 sehingga kekerasan terhadap pers tidak lagi
termasuk kategori tindak pidana ringan (Tipiring). Perlu sinkronisasi seluruh aturan
perundangan terkait fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Melahirkan ‘’Ruang
Publik National Cyber Parliament’’ yang isinya merupakan kontrol sosial melalui
pers.

Kata Kunci: Demokrasi, Fungsi Pers, Kontrol Sosial, Restorasi



ABSTRACT

The law mandates the press to function as a medium of social control to prevent
irregularities and/or abuse of power. Social control is supervision by the public as
a form of participation in democracy. The problem is that in practice this function
does not run optimally because the authorities consider it an effort to undermine
power so that it has an impact on the emergence of violence against workers and
press institutions. Based on these factual conditions, several problems arise,
namely how the urgency of the function of the press as a medium of social control
in a democratic perspective, the application of the rule of law for the function of
the press as a medium of social control, comparison of the regulation of the press
and the function of the press as a medium of social control in several countries, and
restoration of the function of the press as a media. social control in Indonesia. This
normative study uses a conceptual approach, legislation, cases, comparisons, legal
history, content analysis, and sociolegal. From the results of the research and
discussion, it can be concluded that the urgency of the function of the press as a
medium of social control is a manifestation of the people's sovereignty to
participate directly in determining the direction of government while preventing the
occurrence of irregularities and abuse of power, corruption, collusion and
nepotism by government officials. The application of the rule of law for the function
of the press as a medium of social control is inconsistently guided by the
constitution as the basic law. The implementation practice is more based on the
political conditions of the ruling regime’s interests. Rules are responsive when the
press is considered to be beneficial to the government. Then it turned repressive
when the press was seen as a threat to power. The regulation of the press and the
function of the press as a medium of social control in several countries compared
to Indonesia are both included in the constitution but differ in the application and
enforcement of the law to the control function of the press, resulting in different
levels of press freedom. Restoration of the function of the press as a medium of
social control in a democratic perspective is an effort to guarantee and expand
public participation in all processes of government and state life through a new
internet-based press by utilizing cyber public spaces which are technically public
connected to the National Cyber Parliament. Based on this, it is recommended to
add criminal threats to Article 18 of Law No. 40 of 1999 so that violence against
the press is no longer included in the category of minor crimes (Tipiring). It is
necessary to synchronize all laws and regulations regarding the function of the
press as a medium of social control. The birth of the “National Cyber Parliament
Public Space” whose contents are social control through the press.

Keywords: Democracy, Press Function, Social Control, Restoration
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